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ﬁ Zamane reformasr, usum un;uk rasa, usum kampanye, goiek duwst sing o

gampang ya dﬂdl “ENTUL” {cafaran baca sebagmmana benthoel tanpa_"f
huruf b) (zaman reformas:, musrm unjuk rasa, musim kampanye, cari
|  uang yang | mudah ya menjadi “Enthui”).
= Gun_ungan warga disebuah warung di Solo =

PERILAKU .?URA-PURA :

Enthul, adalah kosa kata bahasa
daerah jawa yang dilekatkan pada
orang-orang (kerumunan) yang
karena dibayar dengan sejumlah
uang sekadarnya (tidak besar), oleh
seorang penjual barang bisanya jual
obat, lalu bersedia bersikap-ber-
perilaku seakan-akan tertarik ter-
hadap barang dagangan itu, dan

sealkan-akan mau membeli.

Sikap dan perilaku itu dilakukan dengan
target agar orang lain yang lalu lalang
kurang perhartian, menjadi ikut tertarik
perhatiannya.

Proses ketertarikan memang bertahap,
mulai dari: mengapa orang-orang itu
berkerumun? Ada apa? Apa gunanya ba-
rang itu? Selanjutnya berapa harganya?
Dsit.




SR 'Mesklpun Enthul adaiah kosa kata__
o __Ibahasa Jjawa, bukan bcrar'_ __:pgrilaku ,
. pura-pura sepcm itu- hanyélah mo- -
nopoh daera.h atau orang—orang ]awa |

o _:.::Masyarakat suku daera.h Iam juga me-
“miliki. penlaku jenis itu, tentu de-

' -'f.'-ngan 1st1lah berbeda, mesklpun ko-

* notasi tetap sama, Bahkan dalam

dunia bisnis, perilaku semacam itu
sudah dikemas secara amat modern,
terhormat dan bergengsi dalam ben-
tuk ! bmtang iklan”, yang bayaran—
nya ‘bukan’ sekadaxnya, _tetap1 kadar—
nya bukan ‘main.

Pertanyaannya --> mengapa Peﬁla{kﬁ _

pura-pura menjadi profesi (untuk
bintang iklan atau untuk Enchul)

Terdapat teori yang namanya “dems-
onstration effect”, yakni perilaku orang
atau sekumpulan orang sebagai aki-
bat pengaruh dari perilaku seseorang.

Prof Dr. Sriyono Sukarto, seorang
sosiolog mendiskripsikan demonstration
effect sebagai perilaku orang akibat
pengaruh orang lain tanpa paksaan.

Konon istilah ini sudah mulai dike-
nal sejak abad XVIII di Eropa, yak-
ni ketika orang-orang Perancis me-
niru gaya orang-orang Amesika yang

rinya. Dalam ilmu p

5 pengertiannya ..minp
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berhasﬂ meiakukan revolu31 ch negc__-": |

an dlkenal | juga © dommo eﬁéct _ yazig‘.

Emhul boleh jadl pura—pura tert:
(sebenamya tidak tertarik), atau 'ﬁ:bo{'.
leh jadi memang tertarik. Bintangﬁ |
iklan juga begitu, sama. =

Latar belakang perilaku pura-pura,
seperti Enthul atau bintang iklan
tersebur, bisa ya (tertank) bisa tidak
(tertank) Mungkm ya (tertank).
rnungkm tldak (tertarik), bisa s sete-
ngah ya (tertarlk) setengah tidak
(tertarik) > perxlaku setengah-sere-
ngah memang bisa dan ternyarta juga
subur di dunia polirik.

Perilaku pura-pura yang kasat mata
di dunia politik juga amat banyak
bisa disaksikan. Sepertinya mendu-
kung sebuah parpol, ternyata seke-
dar karena mendapat uang jalan dan
kaos oblong.

Sepertinya mendukung proses demo-
krasi, tetapi ternyata sebartas verbal,
karena perilakunya bisa dinilai “meng-
hambat” pendewasaan proses demo-
krasi.

Sekedar contoh, seperrinya mendu-
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_-'-I_':'kung penyederhanaan partai seca.ra.f
- demokratis melalui perangkat thresh--
old, Tetapl ternyata | ketika parpoinya_

- :"dah Slap-slap membf:ntuk parpol baru_.
e ~dengan nama | Sedlk_lt berbeda, pa-
B ;_daha_l isi. perutnya sama Bukanlah:_

. pura"’ .:

M_f_:m;mg kalau. politisi;.éer:i_lgku pura-.

puranya terkesan lebih canggih. Bisa
diberikan justifikasi.lebih: panjang

lebar, terasa lebih logis ‘dan.masuk.

akal, dan dikesankan masih dalam

koridor hukum konstitusional. Beda
dengan pura-puranya para Enthul
biasa. .

Tetapi apapun namanya, perilaku
seperti iru bisa dikategorikan enthul

politik

THRESHOLD SETENGAH
HATI

Prof. Dr. Jimly Asshiddique, SH
dalam mengantarkan buku “Dinami-
ka Demokrasi dan Politik Nasional
Pasca Order Baru”, antara lain me-
nulis bahwa “ketika prakiik demo-
krasi telah bekerja secara normal,
maka demokrasi dalam pengertian

-hukum harus dlposmlkan sedera}adi; F
dcngan demokras1 dalam pengernan“'-_'f--

' pohtlk” £ i
terancam. udak Iolos ¢ t/ares/aolci’ su- R e T s
) Hai it dapat ditafsukan, }1ka tmk“:-: o
' 'pandang pohtlk Iebih berat melihat
sosok demokrasi, dakhawaurkan cen-
'derung berpoten51 rerreduksinya no"r-;..f'__::

ma ideal: dalam :demokrasi karenaﬁ'-f--

o mengabaukan pnnmp rule of law. -

Dcmiklan pula sebaliknya, jika tltlk.
pandang hukum lebih berat melihac-

sosok demokrasi, dilkhawatirkan cen-

derung berpotensi terreduksinya nor-
ma-norma ideal dalam demokrasi:
karena mengabaikan kedaulatan rak-
yat. Itu bila demokrasi telah berja--

lan normal.

Bagaimana capaian demokratisasi
dewasa ini, setelah reformasi berja-
fan sekitar 10 tahun?

Sepertinya masih cukup jauh dari
twujuan. Ambil contoh salah satu pi-
lar demokrasi, yakni mengatur pe-

milihan vmum.

Pemilihan Umum pertama masa re-
formasi, yakni 7 Juni 1999 diikud
48 parpol, kemudian pemilu kedua
pada 5 April 2004 diikut 23 par-
pol, ternyara pemila 2009 akan dii-
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e 'kutx 34 parpol Bukannya berkurang,--;
i __'_'_-'tetapi justru berrambah. Celakanya,: :

: masyarakat suhr. membedakan misi.

_paupol yang satu clengan yang iam—

- nama daﬁ ..data parpol ' péserta | pemi-
. iu 2009 termomtm cukup tlngg1~'- o
‘nya kegundahan publik. Mengapa:

bangsa ini sulit diajal serius dan jujur

mamapakl proses demora31 ‘secara

sewajarnya?’

Misalnya, .térdapat teori Umnum yang
mendasar, bahwa untuk menghindari

fragmentasi ‘dalam proses -demokra-

usasi -adalah perlu adanya kesepakat-
an untuk menyederhanakan sistem
kepartaian (baca: memperkecil jum-
lah parpol) secara demokratis dengan
menggunakan perangkat “shreshold”.
Tidak diragukan, para elite dan prak-
tsi politik di negeri ini sepakat de-
ngan konsep-tersebur. Tidak ada
politisi yang secara terbuka menolak
perangkar tersebut. Tetapi apa-lacur,
prakrek politik para elitenya “berto-
lak belakang”, atau setidak-tidaknya
mensiasati perangkat threshold dan
melaksanakannya dengan setengah
hati.

Tengok saja pasal 316 huruf f UU

No 10/2008 tentang Pemxiu anggo-
ita DPR DPD ddﬂ DPRD bahwa i
“Partai Pohnk ‘peserta Permiu 2004

'.yang tidai{ memenuh1 ketentuan Pa--

~sal 315, dapar meng&un Pexmlu 2009_-3_ _

- i.dengan ketentuan'......ooio d me
5, m111k1 kursz di DPRﬂRI hasﬂ Peml,iu'; .

Ketentuan yang memberikan kesem- -

patan kepada parpol yang sebenarnya’
tidak memenuhielectoral threshold
tersebut untuk secara‘ctomatis men”
jadi peserta Pemilu 2009 tersebu, tak
ayal mendapat banyak hujatan bah-
kan ‘ada yang mengajukan judzcml
review. =

Banyak penilaian yang dialamatkan
atas pasal 316 huruf f; seperti dian-

taranya :

a. Perselingkuhan politik yang meng-
abaikan norma hukum oleh para
anggota legislarif demi kepenting-
an sesaat dengan mengorbankan
pencapaian proses demokratisasi.
Penilaian tersebut didasarkan pada
dugaan, bahwa sebenarnya parpol-
parpol besar bisa dengan mudah
menghilangkan pasal tersebut bila
ingin konsisten mempercepat pro-
ses demokratisasi berjalan wajar,

yakni penyederhanaan parpol.
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..... Tetap1 dengan perumba.ngan—pcr—-
-.'--:_--;:iumbangan khusus dlluar kepen-
._'-f_tmgan demokrasz dan bahka.n di-
- Juar. kepenungan rakyat banyak dan
; _'_:'__--leblh mcmllzh um:uk kepentmgan
' f}'_;.;}--pohuk sesaat, scpem untuk ali-

; -_bersedla mentoieranm kepenmng—

~-an parpol gurem yang visinya ham-

. pir sulit dibedakan satu- -dengan
lainnya, dan yang tujuannya men-
cari kursi semata.- -

b..Permufakatan politik “zricky”; de-
ngan tidak menghiraukan prinsip
keadilan.

_ Penilaian ini diduga didasarkan
pada kenyataan, bahwa scbenarnya
terdapat banyak parpol baru yang
harus mengikuti babak verifikasi
sebagai salah satu syarat agar da-
pat ikut pemilu 2004, Akan teta-
pi dengan adanya pasal tersebut,
terdapat 9 (sembilan) parpol yang
menikmati fasilitas, yakni: PBB,
PKPI, PKPB, PPDI, PPDK, PR
PS, PBR dan PNI Marhaenisme.
Selain itu pula tersirat kemampu-
an lobby yang dimiliki 9 parpol
“kecil” tersebut. Mereka berhasil
menjinakkan parpol-parpol besar

agar mengikuti kemauannya.

e 'Sl,. untuk dukungan, _dﬂ parpol- '-
'-'-_;'____3_;_:_parpol besar tersebut tcrnyata:

Wacana pemialan sebenarnya tidak'.
_'.hanya terbatas pada dua pemlaian'_'_
pokok dlatas ‘Masih banyak varian- .

“varian: pemlaxan Tetap1 belakangan;'_" -'
ini,: wacana itu bergeser, berganti ke o
arah yang" 1cb1h serius ketika Mah-
kamah' Konstitusi menyatakan pasal
316 huruf £ UU 10/2008 tentang
.pemliu anggota DPR, DPD dan

DPD,. bertentangam dengan Uub. :

1945

Menanggapi putusan - MK terscbut,,

KPU ternyata tidak terpengaruh dan
tetap menyatakan bahwa tahapan
Pemilu 2009 tetap berjalan seperti
bisaa. - :

Sudah tentu, respon masyarakart,
prakeisi dan pengamat menjadi be-
ragam. Wacana menjadi hingar bingar,
tetapi biasanya setelah itu surut, reda
dengan sendirinya. Kini wacana yang
serius itu benar-benar telah reda,
tertindih oleh isu lain yang lebih
berimplikasi pada kehidupan rakyar,
diantaranya krisis listrik. Bisa didu-
ga wacana listrik juga cepat reda, gant
wacana lain sehingga wacana me-
nyangkut “threshold yang menyentuh
bobot konstitusi sementara tertindih

ke bawah”.
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_-:AN TISIPASI RESIDU

-.tensml yang “perlu diantisipasi dan

SR Wacana yang. muncul ketika: masya- -
o rakat mcnyikapl putusan MK yakni

- yang menyangkut konsltusxonahtas

_ :'Permfu 2009 ya.ng oleh Denny In—3

”drayana dalam tuhsannya di harian
Kompas 17 Juli 2008 dibawah judul

“Pemilu 2009 melanggar konstitusi”,
sebagai ~ divjung randuk. Digam-
barkan dalam tulisan iru- bahwa ma-

salah 1n1 tldak sede:chana

Tuhsan berxkut ndak hendak mengu~
pas, menganalisis, mendukung atau
menolak pendapat Denny Indrayana.

Titik berat ‘arah penulisan berikur
adalah mengantisipasi kemungkinan,
yang bisa terjadi pasca Pemilu 2009,
dengan mendasarkan pada perilaku
pura-pura yang dimiliki bangsa ini
(semacam perilakunya Enthul), ter-
kait dengan residu permasalahan #hres-
hold yang diangkat Denny Indrayana.

Perilaku pura-pura yang akan diang-
kat terutama pada sekitar penyikapan
masyarakat, terutama elite politik
tethadap hasil Pilkada selama ini.

Mempercayai caratan Suwardiman dan

Indah SV 5 yang dxangkat dalam tu-

L - lisan di hanan Kompas 23 Juli 2008
' _Terdapat 1 (satu) pcrmasalah:m po-

berjudui Rlbut‘ribut Merebut K-
dxungkapkan bahwa sejak 2005
hmgga 2007, dari- cataran® 305 dae-

1ah yang telah berpﬂkada, ternyata
_ terdapat 98 daerah atau’ 32,1 persen
“yang’ bermasalah. Nyaris sepernga
daerah-itu bikin ulah ribur-ribug.

Malah- dari 98 kasus‘itu, 21 dacrah
terjadi ribut-ribut disertai konflik dan
berujung kekerasan,”maupun penga—
dilan yang berlarut-larus.

Lalu apa relevansinya 32,1% keribui-
an dengan residu potensial threshold?

Keributan dan konflik yang 32,1%
pilkada selama ini, penyebab yang
diungkapkan oleh pihak yang kalah
berkisar pada masalah “TEKNIS”.
Beberapa konflik yang bisa dicontoh-
kan misalnya :

Di Kalimantan Tengah calon yang
kalah menuduh, keributan terjadi
akibat pendataan pemilih bermasalah
termasuk penetapan daftar pemilih.
Demikian juga yang mirip di Suma-
tera Barat, Jambi, Kalimantan Sela-
tan dsb.

Ada juga tuduhan dari pihak yang
kalah, bahwa terjadi penggelembung-

an suara, kurang sosialisasi, dan se-
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e _J'e-g_ __ y;; Pyebbygdnduhkan

: -_-'_.materlal ekonomx, 1uka___' ial

::-.:.-_'-_dll? Tentu tldak terhitung

' '-.nano merah watak bangsa ini y‘ang'

' mengaklbatkan tlmbulnya kerlbutan
dan konﬂik d;seknar pzlkada, bisa
d;katakan sama. yaitu berpenlaku
' -pura—pura : '

Kaiau memang pendataan permhh
dzanggap kacau, kenapa pilkada dia-
dakan? Kf:ﬂapa semua calon’ bersedia
mcngikun, ke.napa tidak menolak dan
protes dengan cara tidak ikur, dan
kenapa baru ribut setelah kalah? Se-
andainya menang, ‘akankah mereka ini
protes dan mempermasalahkan pen-
dataan pemilih yang kacau? |

Relevansinya dengan residu potensi-
al ‘threshold adalah, jika’ permasalah-
an yang diangkat oleh fihak yang
kalah dalam pilkada selama ini ada-
lah masalah teknis yang sebenarnya
sudah sama-sama diketahui terjadi
sebelum pelaksanaan pilkada, dan
ternyata berujung terjadinya konflik,
ribut-ribut dan kekerasan, bagaima-

na halnya dengan kalau masalah kon-

: 'stitusmnahtas yang_dewasa 1m sudah' e

i takan pemllu 2{}09 bertentangan de-
ngan_ UUD 1945 maka anggota 1e—-:f_ff-:__:f_'-
5 glslauf dan Premden serta wakil Pre-
siden yang terplhh menjadj. batal deim :

hukum, tida.k sah‘”

Dan ternyata enr/aul pohtlk ini ber«;. |
hasil menarik perhanan rakyat banyak
dan diikui??

Kalau pelaksanaan threshold yang se-
tengah hati dewasa ini sudah dikait-
kan dengan masalah konsmusmnahtas
pemilu 2009; masalahnya tentu bu-
kan sekedar teknis seperti pilkada-
pllkada yang sudah berjalan, tetapi
juridis, legitimasi dan konstitusi. Ini
amat berat. Dikhawatirkan bila para
elit memiliki' perilaku Enthul yang
pura-pura menyetujui sebelum pemilu
(seperti pilkada), terapi setelah nanti
kalah dalam pemilu 2009, menyata-
kan bahwa pemilu 2009 melanggar
Undang-Undang Dasar 45!

Lalu apa yang seyogyanya ditempub
agar hal yang tidak dikehendaki ber-

sama itu tidak terjadi?
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Tc:ri pas dan status. putusan MK yang._ .

= juga bisa. dlperdebatkan akibat. hu—_-:":'ﬁpermukaan

. 1aman, dan bersarna~sama member~

: .51hkan reﬂdu:___-:yang potensxal blsa

Dlyakml, bahwa semua. plhak di_
negeri ini- tentunya menghendakl.

Pemilu 2009 syah apapun hasilnya,
siapapun yang menang. Tentu pihak-
pihak yang dimaksud adalah pihak-
pihak yang tidak menghendakl pro-

ses demokratisasi mandeg

Termasuk seandainya pemenang pe-
milu aran yang terpilih menjadi Pre-
siden atau wapres adalah yang bera-
sal dari parpol yang tidak memenuhi
elecroral threshold sebagaimana diatur
dalam pasal 315 dan 316 Uy 10/
2008 :

Sckali lagi, tulisan ini sama sekali jauh
dari maksud menjagoi calon yang
berasal dari salah satu “parpol yang
bisa dipermasalahkan”, missal ridak

memenuhi threshold,

Lalu antisipasi langkah apa yang se-
yogyanya ditempuh?

Banyak pendapat yang bisa disarikan
atau digarisbawahi dari wacana pu-

\ga- ""_'Beberapa yang mungkm bisa d1per~
: -t;mbangkan untuk dlkembangkan

= adaiah

i -_-'Gé.f?.ﬂéﬁ?éi%‘_Undﬁrsmding.:__L::'

bhk yang selama 1n1 terangkat kc

_"“':A‘rg.umentasi yuridis,  tehnis, dll
~menyangkut dilema threshold - yang
~setengah hati sudah sama-sama di-
ketahui. Karena itu yang dapat. d1-
lakukan adalah tinggal menunggu
inisiator, yang bisa menjembatani
adanya kesediaan semua fihak yang
terkait dengan pemilu 2009. un-
tuk sama-sama membangun sikap
ksatria, tidak pura-pura seperti
Enthul, bahwa pemilu 2009 akan
-disukseskan bersama,

Mensukseskan bersama bukan se-
kedar verbal sebelum pemilu 2009
dilaksanakan. Tetapi niat tulus,
bukan pura-pura, termasuk jika
kelak kalah.

Ini memang tidak mudah. Tetapi
banyak mimpi yang ternyata men-
jadi kenyataan.

b. Mengkerucutkan Perpu.

Semua fihak yang terkair, seperti




- duk bersarna menyepakan bers_ :
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i -"i:l.:.%KPU Presiden, DPR, MK, _du—“

: .__"ma bahwa Pasal 316 huruf f 1.53'{."

o _ﬁ:':':'z_.apalagi mengangkut konstltum :.3'_

' ""Se_lanjutnya m_enyepakati b_ahwa
langkah hukum yang bisa ditem-
‘puh teckait UU, adalah Perpu. Jika
logika ini disepakati, maka perlu
'kﬁbéééra,n jiwa pihak yang terkait

- -:Daiam_ hal ini pcnlaku—perdakﬁ

_ _Em/ml yang berpura—pura mendu-

kung, memang perlu dxketepxkan'_f:_'
bersama, demi kepentingan suk-
sesnya proses demokrasi yang
arahnya benar, bukan sekedar de-
mokrasi pura-pura, afau Quasi

democracy”






